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ABSTRAK

Strategi Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pungutan
Hasil Perikanan (PHP) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Yoga Hendy Ismoko
E-mail: yoga.hendy84@gmail.com
POLITEKNIK LAN JAKARTA

Strategi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) mencakup penerapan pasca-produksi, sistem penangkapan terukur,
penguatan tata kelola, pengumpulan data, dan kolaborasi antara Pusat dan Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan PNBP PHP di Kementerian Kelautan dan
Perikanan Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
menghambat kinerja optimal PNBP PHP. Studi ini memiliki dua tujuan utama (1)
mengidentifikasi dan menganalisis alasan kinerja suboptimal di sektor perikanan, dan (2)
mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan PNBP PHP. Menggunakan
metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, pengamatan
partisipatif, dan analisis dokumen. Hambatan internal utama meliputi implementasi
kebijakan yang tidak efektif, kebutuhan akan kebijakan manajemen yang direvisi, dan
dukungan pemangku kepentingan yang tidak memadai. Tantangan eksternal meliputi
penangkapan ikan ilegal, pengawasan yang terbatas, ketidakpatuhan, hambatan geografis,
masalah regulasi, dan faktor sosioekonomi. Strategi yang direkomendasikan meliputi
implementasi sistem PNBP pasca-produksi, peningkatan penegakan hukum, perbaikan
infrastruktur, dan pendidikan bagi peserta industri perikanan, sistem pemantauan dan
digitalisasi izin harus disempurnakan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal.
Keunggulan sektor perikanan meliputi kebutuhan akan peraturan yang sederhana dan
sistem digital untuk izin dan pembayaran. Kelemahan ada pada pelabuhan perikanan
pantai yang butuh pelatihan. Peluang termasuk kewajiban pelaporan hasil tangkapan,
sedangkan ancaman mencakup peningkatan kepatuhan dan dukungan untuk usaha kecil.

Kata Kunci: PNBP, PHP, lllegal Fishing, CIPP, SWOT
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ABSTRACT

Strategy for Increasing Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP)
at the Directorate General of Capture Fisheries, Ministry of Maritime Affairs and
Fisheries of the Republic of Indonesia
Yoga Hendy Ismoko
E-mail: yoga.hendy84@gmail.com
POLITEKNIK LAN JAKARTA

The strategy to increase Non-Tax State Revenue (PNBP) from Fisheries Levies (PHP)
includes the implementation of post-production, a measured capture system, strengthened
governance, data collection, and collaboration between the central and regional
governments. This study aims to increase PNBP PHP in the Indonesian Ministry of
Maritime Affairs and Fisheries. This study identifies internal and external factors that
hinder the optimal performance of PHP NRE. The study has two main objectives: (1) to
identify and analyze the reasons for suboptimal performance in the fisheries sector, and
(2) to develop strategies to increase PHP NRE revenue. Using qualitative methods, data
were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and
document analysis. Key internal barriers include ineffective policy implementation, the
need for revised management policies, and inadequate stakeholder support. External
challenges include illegal fishing, limited surveillance, noncompliance, geographical
barriers, regulatory issues, and socioeconomic factors. Recommended strategies include
implementing a post-production PNBP system, improving law enforcement, upgrading
infrastructure, and educating fisheries industry participants. Monitoring systems and
permit digitization must be improved to prevent illegal fishing. The strengths of the
fisheries sector include the need for simple regulations and a digital system for permits
and payments. Weaknesses lie in coastal fishing ports that require training. Opportunities
include mandatory catch reporting, while threats include increased compliance and
support for small businesses.

Keywords: PNBP, PHP, Illegal Fishing, CIPP, SWOT
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang
sangat besar dan beragam. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai
sepanjang 81.000 km dan 70% (5,8 juta km2) dari luas Indonesia adalah lautan,
adapun keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis
ikan. Potensi sumber daya ikan (SDI) mencapai 12,01 juta ton per tahun yang
berada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dari total potensi tersebut,
jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 8,64 juta ton per tahun, secara
rinci produksi perikanan tahun 2022 mencapai 24,85 juta ton dengan kontribusi
perikanan tangkapnya 7,99 juta ton. Komoditas ekspor produk perikanan Indonesia
meliputi udang, tuna, kerapu, kakap, tenggiri, tilapia, cephalopoda (squid, ocopus,
cuttlefish), daging kepiting ranjungan, kepiting, rumput laut, teripang, lobster,
komaoditas perikanan tersebut diolah menjadi produk perikanan berupa produk akhir
(Statistik Perikanan Indonesia, BPS, 2022) dan untuk pengelolaan sumber daya
ikan dan sarana pendukung lainnya perlu adanya satu kesatuan armada untuk

menangkap ikan yaitu dengan kapal penangkap ikan.

Administrasi Pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
keputusan yang sudah dibuat oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, administrasi merujuk pada
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam kerjasama
untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Administrasi Pembangunan Negara
(APN) berfokus pada cara pemerintah menangani berbagai urusan publik. Ini
mencakup perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, manajemen sumber
daya manusia, serta pengaturan aktivitas pembangunan. Selain itu, ini juga
mencakup analisis tentang lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, bersamaan
dengan elemen lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, seperti kebijakan

publik dan manajemen. Kajian ini melibatkan banyak aspek, mulai dari



pembentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga
pelaksanaan program pembangunan di beragam sektor. Peran fungsi APN sangat
vital dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif dan efisien
serta dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya publik untuk mencapai
maksud yang telah ditentukan. Pentingnya pembangunan negara tidak hanya
berkaitan dengan aspek teknis dan finansial, melainkan juga dengan manajemen
dan administrasi yang efektif. APN berperan dalam memastikan bahwa pemerintah
dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, sehingga tujuan yang diinginkan
dapat tercapai guna mendukung proses pembangunan (Biswan AT &amp; Kusumo
DPP, 2021). Terdapat beberapa karakteristik utama dalam administrasi

pembangunan sebagai berikut:

1. Fokus pada perubahan, bertujuan untuk menciptakan dampak positif dalam

sejumlah aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Pembangunan yang terencana dilakukan dengan perencanaan yang matang,
mulai dari perencanaan strategis hingga penerapan program-program

pembangunan.

3. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, seperti anggaran dan tenaga
kerja, dengan cara yang efisien untuk mencapai sasaran pembangunan dan

pengelolaan pembangunan menggunakan sumber daya negara.

4. Pendekatan lintas disiplin, yang melibatkan berbagai bidang ilmu, seperti

hukum, ekonomi, sosial, dan manajemen, untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

5. Peran aktif pemerintah, pemerintah memiliki fungsi yang krusial dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, serta

memantau jalannya program-program pembangunan.

Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien,
dan berkesinambungan melalui penerapan ilmu dan praktik administrasi publik
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Administrasi Pembangunan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan daya saing bangsa

melalui pengelolaan sumber daya dan penyusunan kebijakan yang tepat (Dunn WN,



2003).

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adalah rencana
keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup semua penerimaan
(pendapatan) dan pengeluaran (belanja) negara selama satu tahun anggaran
(Ma’aruf, D.A., 2016). APBN memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah
sebagai berikut:

1. Alokasi, APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya negara untuk
berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
dan pembangunan sosial

2. Distribusi, APBN berperan dalam mendistribusikan pendapatan negara kepada
masyarakat, misalnya melalui subsidi, bantuan sosial, dan program
pembangunan

3. Stabilisasi, APBN dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro,
seperti mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga nilai
tukar mata uang

4. Sumber pendapatan negara, APBN berasal dari berbagai sumber pajak
merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN, termasuk pajak
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya

5. PNBP meliputi berbagai penerimaan dari sumber lain, seperti hasil dari
pengelolaan aset negara, denda, dan hasil usaha

6. Hibah, merupakan bantuan dari negara lain atau lembaga internasional

Tujuan utama APBN adalah untuk mengelola keuangan negara secara
efisien dan efektif, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses dengan banyak dimensi yang
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kepala dan total pendapatan negara.
Proses ini juga memperhitungkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan
dalam struktur ekonomi. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan memperkuat hubungan ekonomi di



tingkat regional (Machmud, S. , 2015). Kenaikan pendapatan per Kkapita

menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per orang dalam suatu negara meningkat,

yang merupakan salah satu tanda kemajuan ekonomi. Perubahan dalam struktur
ekonomi sering kali melibatkan pergeseran dari sektor utama seperti pertanian ke
sektor industri dan jasa.

Upaya memperbaiki kualitas hidup bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan akses lebih baik kepada
pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Pemerataan pendapatan juga
menjadi salah satu elemen vital dalam pembangunan ekonomi, dengan tujuan
mengurangi ketimpangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kualitas
sumber daya manusia yang lebih baik juga menjadi bagian penting dalam
pembangunan ekonomi, yang bisa dinilai dari tingkat pendidikan dan kemampuan
membaca serta menulis di masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan perlu
memperhatikan faktor lingkungan dan sosial untuk menjamin keberlanjutan di masa
yang akan datang (Junaidi I. et al. , 2020).

Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan juga harus
memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan
sumber daya secara bijak, sehingga dapat mencapai kemajuan yang tidak hanya
memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan
antara lain:

1. Meningkatkan akses barang dan layanan, tujuan dari pembangunan ekonomi
adalah untuk memperbesar produksi serta distribusi barang dan layanan yang
dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan harian

2. Mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan ekonomi berusaha untuk
menciptakan kesempatan finansial dan meningkatkan penghasilan masyarakat,
khususnya bagi kelompok yang paling rentan

3. Meningkatkan kualitas hidup, pembangunan ekonomi berupaya untuk
memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui berbagai cara, seperti
menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal

4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi bertujuan untuk



mengurangi perbedaan pendapatan di antara kelompok kaya dan miskin
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi
harus memperhatikan efek terhadap lingkungan dan memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak merugikan sumber daya alam
6. Menciptakan kesempatan kerja, pembangunan ekonomi berusaha membangun
peluang kerja baru dan memperbaiki kualitas pekerjaan yang sudah ada
7. Mengembangkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang baik, seperti
transportasi, energi, dan telekomunikasi, sangat penting untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi
8. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat,
pembangunan ekonomi perlu memastikan bahwa semua individu memiliki
peluang yang sama untuk mencapai keberhasilan ekonomi, tanpa melihat latar
belakang atau status sosial
Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan, menciptakan
lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Pembangunan
ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan standar hidup,
dan membuka lebih banyak peluang ekonomi serta sosial bagi semua kelompok
masyarakat.

Administrasi Keuangan Negara, adalah aktivitas yang berkaitan dengan
urusan keuangan, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas (Kartika, et al 2015).
Keuangan negara terdiri dari semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat
maupun Daerah, serta BUMN/BUMD dan lembaga lain yang terkait. Dalam
perspektif objek, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dapat
diukur dalam uang, termasuk kebijakan dan tindakan di bidang fiskal, moneter, dan
pengelolaan aset negara yang terpisah.

Secara umum, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan rapi,
dengan mematuhi peraturan yang berlaku, serta harus efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Hal
ini diatur dalam undang-undang, termasuk APBN/APBD, perubahan APBN/D, dan



laporan tahunan pelaksanaan APBN/APBD. Fungsi dari APBN/APBD pada

dasarnya adalah untuk memberi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan menjaga stabilitas (Pujanira et al., 2017). Administrasi keuangan
negara memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut:

1. Investasi, berfungsi sebagai sarana dalam pengelolaan dana negara untuk
investasi yang mendatangkan keuntungan bagi negara.

2. Pencarian dana, ialah cara untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber,
seperti pajak dan pinjaman.

3. Pembelanjaan, istilah pembelanjaan mengacu pada penggunaan dana negara
untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan.

Tujuan utama dari semua ini adalah untuk memastikan penggunaan
keuangan negara berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran negara
dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup semua aktivitas yang terkait
dengan penerimaan, penggunaan, dan akuntabilitas keuangan negara untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan perencanaan,
pengelolaan, pengawasan, serta akuntabilitas atas segala aspek keuangan negara
(Fitrawansyah, 2015).

Kapal Perikanan adalah kapal yang dibangun untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan usaha penangkapan ikan dengan ukuran, rancangan kapasitas muat,
akomodasi, mesin serta berbagai perlengkapan yang secara keseluruhan
disesuaikan dengan fungsi dalam rencana operasi, dan kapal perikanan ini yang
menangkap ikan dan selanjutnya sebagai dasar pengambilan (Fyson, 1985 dalam
bentuk dek, Novita et al, 2007). Kapal perikanan terdiri dari berbagai macam bentuk
dan ukuran dari ukuran kecil berupa sampan atau perahu nelayan dari kayu yang
memakai dayung dan layar hingga kepada kapal-kapal perikanan yang terbuat dari
besi baja dengan ukuran lebih dari 100 Gross Tonage (GT) dengan menggunakan
mesin sebagai tenaga penggerak. Menurut Iskandar dan Pujianti (1995) dalam
Iskandar dan Novita (1997), kapal perikanan dikelompokkan menjadi 4 kelompok

berdasarkan metode pengoperasian alat yang dioperasikannya yaitu (a) kapal yang



mengoperasikan alat yang statik (static gear) gillnet, longline, lift net, pole dan
lainnya, (b) kapal yang mengoperasikan alat yang ditarik (towed gear/dragged
gear)\trawl, tonda dan lainnya, (c) kapal yang mengoperasikan alat yang
dilingkarkan (encircling gear)\purse seine, payang dogol dan lainnya, (d) kapal
yang mengoperasikan lebih dari dua alat tangkap yang berbeda pengoperasiannya

(multipurpose).

Pungutan Hasil Perikanan (PHP), merupakan pungutan yang harus
dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha
subsektor penangkapan ikan dan dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan.
Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau
budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari
sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh
perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Penangkapan ikan adalah
kegiatan untuk memperolen ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Berdasarkan Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis resiko serta surat edaran SE KP No. B.1090.MEN-
KP/VI11/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor
Penangkapan Ikan dan Perizinan berusaha Subsektor Pengangkutan lkan, maka
target PNBP yang telah ditetapkan sebesar 3,5 Trilyun. Pungutan hasil perikanan
pascaproduksi merupakan PNBP yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil
tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan
dikenakan setiap kali melakukan pendaratan Produksi perikanan tangkap adalah
hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang
didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Penangkapan Ikan Terukur adalah
penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona
penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka

menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan



pertumbuhan ekonomi nasional. PNBP meliputi obyek PNBP yan diklasifikasikan
dalam enam Klaster yaitu (a) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, (b) Pelayanan, (c)
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, (d) Pengelolaan Barang Milik Negara,

(e) Pengelolaan Dana dan (f) Hak Negara Lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) adalah bagian dari pembukaan UUD 1945, di mana pemerintah
menjalankan berbagai fungsi dan kegiatan dalam berbagai sektor. Salah satu sektor
yang sangat penting dan strategis adalah keuangan, yang bertujuan untuk
mendukung keberlangsungan pengelolaan urusan pemerintahan di semua aspek.
Negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum kepada rakyat mengelola
pemerintahan berdasarkan konstitusi (Absor U. et al. , 2022). Pengelolaan keuangan
negara harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A dalam UUD menyatakan bahwa
pajak dan pungutan lainnya, yang bersifat wajib untuk kepentingan negara, harus
diatur oleh undang-undang. Tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan,
mengatur, melindungi masyarakat, memastikan hukum, serta mengelola kekayaan
negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, bisa menghasilkan penerimaan
negara yang dikenal sebagai PNBP (Filadelfia G. , 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP didefinisikan
sebagai pungutan yang dibayarkan oleh individu atau badan yang mendapatkan
manfaat langsung atau tidak langsung dari jasa atau pemanfaatan sumber daya dan
hak yang dimiliki negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNBP
merupakan penerimaan pemerintah pusat yang berbeda dengan pajak dan hibah,
yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Penerimaan negara berasal dari sumber-sumber yang diatur dalam undang-undang,
termasuk penerimaan pajak, PNBP, dan hibah. Secara umum, PNBP memiliki dua
fungsi: fungsi anggaran dan fungsi pengaturan (Sitepu et al. , 2023).

Sebagai fungsi anggaran, PNBP berperan sebagai sumber pendukung bagi
penerimaan negara. PNBP memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pajak.

PNBP berkontribusi sekitar 26,9% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN). Pada tahun 2018, realisasi PNBP meningkat signifikan menjadi
Rp. 407 triliun atau meningkat 147,77% dari target serta tumbuh 30,86%
dibandingkan realisasi PNBP tahun 2017. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis
tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi
pengaturan PNBP mendukung kegiatan negara/pemerintah. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi reguler dan fungsi anggaran PNBP dalam
mendukung kegiatan negara/pemerintah (Hastuti, 2018).

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan untuk menentukan faktor yang
mempengaruhi PNBP menggunakan data runtun waktu (time series) volume nilai
tahun 2020-2024 melalui perizinan kapal penangkap/pengangkut ikan seperti pada
Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data PNBP Penangkapan Ikan Tahun 2020-2024

TAHUN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PPP (RP) PHP (RP) JUMLAH (RP)
2020 11.981.922.713 513.703.598.892 525.685.521.605
2021 28.657.832.500 674.849.832.993 703.507.665.493
2022 58.258.605.000 1.122.244.701.497 1.180.503.306.497
2023 46.064.207.827 590.829.145.441 636.893.353.268
2024 41.767.779.082 910.051.687.641 951.819.466.723
TOTAL 186.730.347.122 3.811.678.966.464 3.998.409.313.586

Sumber: KKP, 2025
Sedangkan dasar menentukan untuk faktor PNBP-PHP dalam penelitian ini

analisa yang digunakan adalah data runtun waktu (times series) menggunakan

produksi perikanan tangkap tahun 2020-2023 seperti pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Data Acuan Produksi Perikanan Tangkap PNBP-PHP Kapal
Penangkap/Pengangkut Ikan Tahun 2020-2023

PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN PERIKANAN TANGKAP (TON)

TARHUN PERAIRAN LAUT PERAIRAN DARAT JUMLAH
2020 6.494.140 494.950 6.989.090
2021 6.767.565 456.936 7224501
2022 7412411 575201 7.087.702
2023 7.236.704 608.897 7.845.601

TOTAL 27.910.820 2.136.074 30.046.894

Sumber: KKP, 2025

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang sifatnya terbatas dan

dapat pulih kembali, yang berarti bahwa setiap pengurangan yang disebabkan




kematian maupun penangkapan akan dapat memulihkan sumberdaya tersebut ke
tingkat produktivitas semula. Sumberdaya perikanan laut terdiri dari ikan pelagis
dan ikan demersal. Sumber daya perikanan ini perlu dikelola dengan baik agar
manfaat optimum dapat diperoleh, yaitu manfaat bagi masyarakat luas, pelaku
usaha, dan juga menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan.

Penerapan Kebijakan PNBP, penerapan kebijakan PNBP pasca-produksi
pada sektor perikanan tangkap dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan
berusaha, kepatuhan pelaku usaha, dan optimalisasi penerimaan negara. Namun
berdasarkan hasil evaluasi lintas sumber, yaitu hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta informasi dari
media dan pelaku usaha, ditemukan bahwa realisasi PNBP justru mengalami
penurunan meskipun aktivitas penangkapan dan volume produksi meningkat.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa desain dan implementasi kebijakan PNBP
pasca-produksi belum mampu menjamin optimalisasi penerimaan negara dan

perlindungan atas nilai sumber daya ikan nasional.

Ketidaksesuaian antara Produksi Riil dan PNBP yang dipungut, dengan
hasil pengawasan Itjen dan pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa basis
pengenaan PNBP didasarkan pada laporan produksi kapal, bukan pada data
transaksi penjualan atau nilai ekonomi riil hasil tangkapan. Dalam praktiknya,
volume ikan yang dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan hasil tangkapan
yang sebenarnya yaitu (a) tidak adanya sistem verifikasi silang antara logbook
kapal, data VMS, data pendaratan ikan di pelabuhan, dan data penerimaan di unit
pengolahan atau eksportir, (b) masih terdapat praktik under-reporting hasil
tangkapan oleh kapal. Akibatnya, PNBP yang dihitung dan dibayarkan menjadi
lebih kecil dibandingkan potensi yang seharusnya diterima negara (BPK, Tahun
2024).

1. Skema Tarif Tidak Mencerminkan Nilai Ekonomi Riil lkan, dalam
kebijakan pasca-produksi, tarif PNBP dihitung berdasarkan harga patokan dan
estimasi produksi, bukan berdasarkan harga transaksi aktual di pasar. BPK dan
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Itjen menemukan bahwa harga patokan yang digunakan umumnya lebih rendah
dibandingkan harga jual ikan, khususnya untuk komoditas ekspor bernilai tinggi
seperti tuna, cakalang, dan udang. Dengan demikian, meskipun nilai ekonomi
hasil tangkapan tinggi, PNBP yang masuk ke kas negara hanya
merepresentasikan sebagian kecil dari nilai riil sumber daya yang dieksploitasi.
Lemahnya Sistem Penagihan dan Pengendalian Tunggakan, dalam
beberapa temuan audit, diketahui bahwa masih terdapat tunggakan PNBP
pasca-produksi yang tidak tertagih secara efektif, hal ini disebabkan oleh (a)
sistem penagihan dan e-billing yang belum terintegrasi penuh dengan sistem
keuangan negara, (b) tidak diterapkannya sanksi administratif yang tegas,
seperti pembekuan izin atau penahanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi
kapal yang belum melunasi kewajiban PNBP, (c) kapal masih dapat terus
beroperasi meskipun memiliki kewajiban PNBP yang belum diselesaikan.
Kondisi ini menyebabkan PNBP kehilangan sifat kepastian penerimaan dan
berubah menjadi piutang yang berisiko tinggi tidak tertagih.
Ketidakseimbangan antara Kinerja Produksi dan Kinerja Fiskal, dalam
laporan kinerja KKP, indikator keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan
jumlah kapal terdaftar, volume izin usaha, dan volume produksi, bukan pada
realisasi penerimaan negara. Akibatnya, terjadi situasi di mana capaian
produksi terlihat meningkat, tetapi kontribusinya terhadap PNBP justru
menurun. Hal ini menunjukkan adanya distorsi dalam desain indikator kinerja
yang tidak mengaitkan pemanfaatan sumber daya alam dengan penerimaan
negara.

. Transaksi Komersial di Luar Sistem Pengawasan Negara, berdasarkan
informasi media dan asosiasi pelaku usaha, sebagian besar hasil tangkapan ikan
dijual melalui rantai pasok swasta (cold storage, eksportir, dan broker) tanpa
keterkaitan langsung dengan sistem PNBP. Negara hanya menerima data dari
laporan kapal, bukan dari transaksi jual beli yang sesungguhnya. Akibatnya,
negara tidak memiliki akses terhadap harga, volume transaksi, dan nilai
ekonomi aktual yang menjadi dasar pengenaan pungutan.
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Dampak terhadap Keuangan Negara dan Sumber Daya Ikan, kondisi di atas
mengakibatkan dua kerugian strategis bagi negara:

1. Kehilangan potensi penerimaan negara, karena PNBP yang dipungut lebih
rendah dari nilai ekonomi sumber daya ikan yang dieksploitasi.

2. Risiko eksploitasi berlebihan (overfishing) meningkat karena biaya
pemanfaatan sumber daya menjadi relatif murah, sehingga mendorong
peningkatan penangkapan tanpa diimbangi dengan kontribusi fiskal yang
memadai.

Dengan kata lain, kebijakan PNBP pasca-produksi telah memindahkan
risiko usaha dari pelaku usaha kepada negara, baik dalam bentuk risiko fiskal
maupun risiko keberlanjutan sumber daya. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat
disimpulkan bahwa penurunan PNBP perikanan tangkap pasca-produksi bukan
disebabkan oleh menurunnya aktivitas usaha, melainkan oleh kelemahan desain
kebijakan dan sistem pengendalian antara lain (a) basis pungutan tidak berbasis
transaksi ekonomi riil, (b) tarif tidak mencerminkan nilai pasar ikan, (c)
pengawasan dan penagihan tidak efektif, (d) sistem data dan indikator kinerja tidak
berorientasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kebijakan PNBP pasca-
produksi belum memenuhi prinsip optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan
sumber daya ikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesimpulan dari BPK adalah optimalisasi PNBP perikanan tangkap hanya
dapat dicapai apabila pemanfaatan sumber daya ikan dikaitkan secara langsung
dengan nilai ekonomi riil dan penerimaan negara, bukan sekadar volume

administratif.

B. ldentifikasi Masalah
Identifikasi masalah masalah, yang mendasari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Kendala penerimaan PNBP PHP pada skema praproduksi kapal
penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT yang telah ditetapkan
sebagai acuan dasar untuk perhitungan PNBP PHP pascaproduksi belum

optimal.
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2. Peningkatan penerimaan PNBP PHP pada skema pascaproduksi pada kapal
penangkap/pengangkut ikan ukuran diatas 30 GT yang telah ditetapkan
masih rendah.

3. Pengelolaan PNBP PHP pada skema pascaproduksi dalam mendukung
migrasi izin daerah ke pusat pada kapal penangkap/pengangkut ikan ukuran
diatas 30 GT belum terintegrasi dan belum optimal.

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil PNBP PHP yang dilakukan sebagai
dasar untuk memperoleh analisa stok sumberdaya ikan masih bersifat

parsial/tidak menyeluruh.

Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Mengapa pengelolaan skema pascaproduksi yang mempengaruhi proses
penerimaan PNBP PHP masih rendah terhadap kapal penangkap/penangkut
ikan ukuran diatas 30 GT?

2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan pengelolaan PNBP PHP
pascaproduksi penangkapan ikan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh

pelaku/pemilik kapal di zona penangkapan ikan?

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor penyebab belum
optimalnya pengelolan PNBP PHP kapal penangkap/pengangkut ikan
ukuran diatas 30 GT dari skema pascaproduksi.

2. Menyusun strategi untuk meningkatkan PNBP PHP skema pascaproduksi
kapal penangkap/penangkut ikan ukuran diatas 30 GT.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai acuan untuk analisa pencapaian
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pengelolaan PNBP PHP dan menjadi dasar rekomendasi praktis kepada
pimpinan untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan dan
manfaat kebijakan, untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan
dalam rangka mengembangkan dan memberikan kontribusi untuk

perbaikan tata kelola sumber daya ikan di lapangan.

Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan atas teori
keberlanjutan pengelolaan PNBP PHP berhubungan dengan aturan
pelaksanaan sumber daya ikan secara lestari dan manfaat akademis,
diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan menjadi
referensi untuk penelitian lebih lanjut di perikanan, khususnya terkait
dengan strategi peningkatan pengelolaan PNBP PHP pada sektor perikanan
tangkap.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat diperoleh hasil

kesimpulan sebagai berikut:

a.

C.

Berdasarkan analisis menggunakan model CIPP, pengelolaan skema
pascaproduksi yang memengaruhi proses penerimaan PNBP Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) pada kapal penangkap dan/atau pengangkut ikan berukuran di
atas 30 GT masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Kondisi ini
terutama disebabkan oleh belum optimalnya aspek konteks dan input, seperti
keterbatasan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan
pascaproduksi, serta belum sepenuhnya terintegrasinya sistem pelaporan
produksi, pengeluaran hasil, dan pembayaran PNBP. Dari sisi proses,
pelaksanaan pengawasan dan verifikasi data produksi pascaproduksi belum
berjalan konsisten, sehingga berdampak pada rendahnya capaian hasil (product)
berupa realisasi PNBP PHP yang belum optimal.

Selanjutnya, berdasarkan analisis SWOT, strategi peningkatan pengelolaan
PNBP PHP pascaproduksi di zona penangkapan ikan belum sepenuhnya
diimplementasikan oleh pelaku atau pemilik kapal. Meskipun terdapat kekuatan
berupa kerangka regulasi dan peluang dari potensi sumber daya ikan,
kelemahan internal seperti rendahnya kepatuhan pelaporan dan ancaman berupa
praktik under-reporting serta keterbatasan pengawasan menyebabkan strategi
yang dirumuskan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
implementasi strategi melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha, integrasi
sistem pascaproduksi, serta pengawasan berbasis risiko agar pengelolaan PNBP
PHP dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Analisis penurunan PNBP-PHP menggunakan model CIPP untuk evaluasi
kebijakan publik, dalam konteksnya pergeseran kebijakan ke beban pasca-
produksi membebani negara dengan mengalihkan risiko ke perusahaan dan
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menyoroti masalah seperti oligopoli di industri perikanan dan pasar ekspor yang
lebih kuat yang memengaruhi penetapan harga. pada bagian Input, kelemahan
meliputi data produksi yang tidak valid, ketidakpatuhan terhadap buku log
elektronik, timbangan pelabuhan yang tidak terintegrasi, dan tenaga kerja yang
terbatas untuk pengawasan. Proses menunjukkan bahwa perhitungan PNBP
didasarkan pada laporan kapal rather than penjualan aktual, tanpa sistem No
Pay - No Sail dan audit data silang. Akhirnya, produk menunjukkan bahwa
peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan PNBP,
menyebabkan kerugian pendapatan negara dan peningkatan kewajiban,
bertentangan dengan tujuan fiskal dan keberlanjutan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa
perbaikan terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan
strategi peningkatan PNBP PHP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Program PNBP PHP memiliki kebutuhan dan tujuan yang belum terpenuhi
terkait kebijakan perikanan, peningkatan pendapatan, kesadaran nelayan, dan
peraturan yang lebih sederhana. Kebijakan saat ini tidak sepenuhnya
mendukung penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan kenaikan biaya menjadi
beban. Ada risiko signifikan kehilangan pendapatan akibat penangkapan ikan
ilegal, dan kesadaran nelayan tentang PNBP perlu ditingkatkan. Sistem
perizinan yang rumit menghambat pengelolaan perikanan, mendorong
pemerintah untuk bekerja pada peraturan yang lebih baik.

b. Evaluasi PNBP PHP menunjukkan peningkatan pendapatan negara, respons
yang bervariasi dari pelaku usaha, dan fokus pada keberlanjutan serta data
tangkapan yang akurat. Meninjau strategi pasca-produksi dan dampak
perpanjangan lisensi penting untuk membandingkan kinerja, mengidentifikasi
kebutuhan, dan menilai dampak terhadap keberlanjutan sumber daya dan

ekonomi bagi nelayan.
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